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KATA PENGANTAR 

Laporan Kinerja Dinas Kesehatan merupakan perwujudan pertanggungjawaban 

atas kinerja pencapaian tujuan dan sasaran strategis Tahun 2024. Laporan Kinerja ini 

merupakan tahun ke-4 pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun 2021-

2026. Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang 

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan 

Kinerja Instansi Pemerintah dan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun 2021-

2026.  

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang 

berfungsi sebagai alat penilaian kinerja, wujud transparansi serta pertanggungjawaban 

kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja 

setiap unit organisasi di lingkungan Dinas Kesehatan. Kinerja Dinas Kesehatan diukur 

atas dasar penilaian indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan indikator 

keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan 

dalam Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2024. 

Secara umum capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang telah 

ditetapkan, meskipun, beberapa indikator belum menunjukan capaian sesuai target. 

Pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi sangat ditentukan oleh 

komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, 

masyarakat, dunia usaha dan civil society sebagai bagian integral dari pembaharuan 

sistem administrasi negara. 

Berdasarkan analisis dan evaluasi obyektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja 

Dinas Kesehatan Tahun 2024 ini,  diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran 

kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh 

jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan 

pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja Pemerintah Daerah 

secara keseluruhan dalam mewujudkan Good Governance dan Clean Government.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdaya guna, 

berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 

29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). 

Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang 

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. 

        Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban 

suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau 

kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran 

yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. 

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Kesehatan 

selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. 

Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Perangkat 

Daerah sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi 

aspirasi masyarakat. 

Dalam perencanaan perangkat daerah, capaian tujuan dan sasaran perangkat 

daerah yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan 

keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan 

Provinsi dan Nasional. 

        Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan 

harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan 

penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga 

penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya 

guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan 

nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 

tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan 

nepotisme, maka diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem 
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Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal 

tersebut Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan  diwajibkan untuk menyusun Laporan 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP). Penyusunan LKJIP Dinas Kesehatan 

Kabupaten Grobogan Tahun 2024 yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran 

terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan 

dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah. 

B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja 

 Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Grobogan Nomor 63 Tahun 2021 

tentang Pembentukan Dan Susunan Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan  

mempunyai tugas:  melaksanakan urusan pemerintahan Daerah berdasarkan asas 

otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang kesehatan.    

  Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Pemerintah Daerah 

mempunyai fungsi : 

 perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan; 

 pengoordinasian, pengembangan dan fasilitasi kegiatan di bidang kesehatan; 

 pembinaan dan pengendalian kegiatan di bidang kesehatan; 

 pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang kesehatan; 

 pengelolaan kesekretariatan Dinas; 

 pengelolaan UPTD; dan 

 pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh 

 Bupati sesuai tugas dan fungsinya. 

        Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diuraikan 

diatas, disusunlah struktur organisasi dan tata kerja yaitu Kepala Dinas sebagai 

pimpinan, yang dibantu oleh Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Seksi/Sub Bidang. 

Berikut bagan struktur organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan. 
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Gambar 1.1 

Struktur Organisasi 

 

C. Isu Strategis Perangkat Daerah 

Isu Strategis Perangkat adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau 

dikedepankan dalam perencanaan pembangunan perangkat daerah karena dampaknya 

yang signifikan bagi perangkat daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, 

mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan 

perangkat di masa yang akan datang dalam rangka menunjang pembangunan daerah. 

Isu strategis perangkat daerah yang akan ditangani pada kurun waktu 5 (lima) 

tahun sebagaimana tertuang pada Renstra Dinas Kesehatan periode 2021-2026 

sebagai berikut : 

1. Masih tingginya angka kematian Ibu dan angka kematian bayi; Angka Kematian Ibu 

(AKI) di Kabupaten Grobogan mengalami penurunan yaitu sebesar 120,05 per 

100.000 KH pada tahun 2022 dan 117,51 per 100.000 KH pada tahun 2023, dan 

mengalami kenaikan menjadi 128,01 per 100.000KH pada tahun 2024 Angka 

kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Grobogan terjadi penurunan dari 12,94 per 1.000 
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KH pada tahun 2022 , menjadi 12,67 per 1.000 KH pada tahun 2023 dan meningkat 

menjadi14,69 per 1.000 KH pada tahun 2024.; 

2. Masih kurangnya mutu pelayanan baik sarana, prasarana maupun sumber daya 

kesehatan; 

3. Sarana dan prasarana kesehatan baik rujukan, maupun dasar secara kuantitas telah 

mencukupi namun secara kualitas belum optimal; 

4. Masih ditemukannya gizi buruk pada anak usia bawah lima tahun atau kategori 

tertentu. Capaian Prevalensi gizi buruk tahun 2022 sebesar 0,03 meningkat menjadi 

0,07 di tahun 2023 dan 0,17 di tahun 2024; 

Perumusan Isu strategis pada tahun 2024 mengacu pada Renstra Dinas Kesehatan 

periode 2021-2026, Arahan Kebijakan Pemerintah Daerah, dan Hasil Evaluasi Capaian 

Kinerja tahun sebelumnya. Isu Strategis yang ditangani pada tahun 2024 sebagai 

berikut : 

1. Belum optimalnya pelayanan kesehatan dan derajat kesehatan hal ini dapat dilihat 

dari Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), dan Angka Kematian 

Balita (AKABa), belum optimalnya pencapaian Keluarga Sehat, masih tingginya 

penyakit menular dan tidak menular dan kualitas fasilitas kesehatan dasar dan 

rujukan, belum tercapainya SPM di bidang kesehatan; 

2. Belum optimalnya tata kelola manajemen dalam pelaksanaan good governance; 

D. Landasan Hukum 

Laporan Kinerja Dinas Kesehatan ini disusun berdasarkan beberapa landasan 

hukum sebagai berikut : 

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP); 

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian 

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah; 
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3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2023 Tentang Evaluasi Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah; 

4. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 9 Tahun 2023 tentang 

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2024 

5. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan  Nomor 8 Tahun 2021 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Grobogan  

Tahun 2021-2026; 

6. Peraturan Bupati Kabupaten Grobogan Nomor 28 Tahun 2023 tentang 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024; 

7. Peraturan Bupati Kabupaten Grobogan Nomor 16 Tahun 2023 Tentang 

Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan 

Tahun 2021-2026; 

8. Peraturan Bupati Kabupaten Grobogan Nomor 50 Tahun 2021 tentang 

Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026; 

9. Peraturan Bupati Kabupaten Grobogan Nomor 63 Tahun 2021 tentang 

Kedudukan Susunan Orgabisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan 

dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan; 

10. Peraturan Bupati No. 24 Tahun 2023 tentang Perubahan Renstra Perangkat 

Daerah Tahun 2021 – 2026 

11. Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 050/17/2023 

tentang Persetujuan Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan 

Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan. 

E. Sistematika 

        Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan 

Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan  Tahun 2024 adalah : 

BAB I PENDAHULUAN 

 Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi 

SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika. 

BAB II PERENCANAAN KINERJA 

 Meliputi Perencanaan Strategis Perangkat Daerah. 
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BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 

 Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja 

serta Akuntabilitas Keuangan. 

BAB IV PENUTUP 
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BAB II 

PERENCANAAN KINERJA 

A. Rencana Strategis 

        Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan  adalah 

merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta 

merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan 

terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang 

bersangkutan, dalam hal ini Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan. Rencana 

Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan  yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 

( lima ) tahun yaitu dari tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026 ditetapkan dengan 

Peraturan Bupati Kabupaten Grobogan Nomor 50 Tahun 2021 tentang Rencana 

Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.  Penetapan jangka waktu 5 tahun 

tersebut dihubungkan dengan pola pertanggungjawaban Kepala Daerah terkait dengan 

penetapan/kebijakan bahwa Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan  

dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan 

Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel. Peraturan Bupati ini mengalami perubahan 

yaitu menjadi Peraturan Bupati No. 24 Tahun 2023 tentang Perubahan Renstra 

Perangkat Daerah Tahun 2021 – 2026.  

        Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan  tersebut ditujukan untuk 

mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Grobogan  Tahun 

2021-2026. 

        Penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan  telah melalui 

tahapan-tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten 

Grobogan  Tahun 2021-2026 dengan melibatkan stakeholders pada saat 

dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, 

Forum Perangkat Daerah, sehingga Renstra Dinas Kesehatan  Kabupaten Grobogan  

merupakan hasil kesepakatan bersama antara Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan  

dan stakeholder. 

        Selanjutnya, Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan tersebut akan 

dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan  
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yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Di dalam 

Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan dimuat program dan kegiatan prioritas 

yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang. 

1. Visi 

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh 

Pemerintah Kabupaten Grobogan.  

Visi Pemerintah Kabupaten Grobogan  Tahun 2021-2026 adalah: 

“Terwujudnya Grobogan yang Lebih Sejahtera, Berdaya Saing, Beriman 

dan Berbudaya” 

2. Misi 

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Grobogan  Tahun 

2021-2026 tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut : 

Misi 1  :  Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing 

Misi 2  : Membangun Infrastruktur sesuai Potensi Daerah, Memperhatikan 

Kelestarian Lingkungan dan Resiko Bencana 

Misi 3  :  Menguatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Potensi Unggulan Secara 

Merata, Berkualitas dan Berdaya Saing 

Misi  4  :  Memperkuat Implementasi Nilai-Nilai Keimanan dan Budaya dalam 

Kehidupan Masyarakat 

Misi 5 :  Memperkuat Implementasi Nilai-Nilai Keimanan dan Budaya dalam 

Kehidupan Masyarakat 

 

Perumusan tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan mengacu pada Misi ke-1, yaitu 

: 

“Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing” 

 

3. Tujuan dan Sasaran 

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 

(satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan 

visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis. Sasaran adalah hasil 

yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih 

“Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing” 
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spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan 

untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tahunan secara berkesinambungan sejalan 

dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan 

Misi Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026 sebanyak 2 tujuan dan 3 sasaran 

strategis. 

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut 

perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Dinas Kesehatan 

Kabupaten Grobogan  sebagai berikut : 

Tabel 2.1 

Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja 

Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan 

NO TUJUAN SASARAN 
INDIKATOR 

KINERJA 

TARGET KINERJA PADA 
TAHUN 

2022 2024 2024 2025 2026 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 
1 Meningkatkan 

derajat 

kesehatan 

masyarakat 

  Usia Harapan 

Hidup 

74,92 75,02 75,14 75,22 75,3 

  1.1 Meningkatkan 

kesehatan 

ibu,bayi, dan 

balita 

1.Angka 

kematian ibu 

(AKI) (per 

100.000 

kelahiran hidup) 

230,29 182,28 108,74 

(21 

kasus) 

146,74 137,36 

    2.Angka 

Kematian Bayi 

13,03 12,67 13,62 

(263 

kasus 

12,29 12,04 

    3.Prevalensi 

stunting (pendek 

dan sangat 

pendek) pada 

balita 

14,5 14,3 14 14 14 

  1.2 Meningkatkan 

kualitas fasilitas 

Persentase 

rumah sakit 

60 65 84,6 65 65 
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NO TUJUAN SASARAN 
INDIKATOR 

KINERJA 

TARGET KINERJA PADA 
TAHUN 

2022 2024 2024 2025 2026 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 
kesehatan 

rujukan 

rujukan 

terakreditasi 

2. Meningkatkan 

Tata Kelola 

Pemerintahan 

yang baik dan 

Pelayanan 

Publik yang 

berkualitas 

  1. Nilai SAKIP 70,20 70,23 70,16 72 73,5 

    2. Nilai IKM 76,70 77,20 82,75 78,20 79,70 

  2.1 Meningkatkan 

kinerja tata kelola 

pemerintahan 

dan 

kualitas 

pelayanan 

publik didukung 

dengan 

manajemen 

administrasi 

perkantoran 

pemerintahan 

yang 

baik 

1. Nilai SAKIP 70,20 70,23 70,16 72 73,5 

    2. Nilai IKM 76,70 77,20 82,75 78,20 79,70 

Sumber : Renstra Dinas Kesehatan  periode 2021-2026 
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4. Indikator Kinerja Utama 

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata 

pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara 

Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman 

Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama diLingkungan Instansi Pemerintah, Indikator 

Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis 

perangkat daerah. Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan 

Kabupaten Grobogan tahun 2024 adalah sebagai berikut: 
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Tabel 2.2 

Indikator Kinerja Utama 

Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan 

NO 

TUJUAN/ 

SASARAN 

STRATEGIS 

INDIKATOR 

KINERJA 
SATUAN 

PENJELASAN 

DEFINISI 

OPERASIONAL 

FORMULASI/RUMUS 

PERHITUNGAN 

SUMBER 

DATA 

I. Meningkatkan Derajat 

Kesehatan 

I. Usia Harapan 

Hidup 

Tahun Usia harapan hidup 

adalah perhitungan 

rata-rata waktu 

hidup yang 

diharapkan oleh 

seseorang atau 

sekelompok orang 

Hasil pengukuran Badan Pusat 

Statistik 

BPS 

1. Meningkatkan kesehatan 

ibu, bayi dan balita 

1.1 Angka Kematian 

Ibu (AKI) (per 

100.000 

kelahiran hidup) 

per 

100.000 

Kematian ibu 

adalah kasus 

kematian seorang 

perempuan yang 

diakibatkan oleh 

proses yang 

berhubungan 

kehamilan 

(termasuk hamil 

ektopik)  

persalinan,abotus 

Jumlah kematian ibu di suatu 

wilayah kerja pada kurun waktu 

tertentu / Dibagi jumlah kelahiran 

hidup pada periode  yang sama  x 

100.000 

Kemenkes 
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(termasuk  abotus,    

Mola) dan masa 

dalam kurun waktu 

42 hari setelah 

berakhirnya 

kehamilan tanpa 

melihat usia gestasi 

dan tidak termasuk 

didalamnya sebab 

kematian akibat 

kecelakaan atau 

kejadian incidential 

  1.2 Angka Kematian 

Bayi 

per 1.000 Kematian yang 

terjadi antara saat 

setelah bayi lahir 

sampai belum 

berusia tepat 1 

tahun di suatu 

wilayah kerja pada 

kurun waktu 

tertentu. 

Jumlah kematian bayi di suatu 

wilayah kerja pada kurun waktu 

tertentu / Jumlah Kelahiran Hidup 

pada periode waktu yang sama x 

1.000 

Kemenkes 

  1.3 Prevalensi 

stunting 

(pendek dan 

sangat pendek) 

pada balita 

% Anak umur 0 

sampai 59 bulan 

dengan kategori 

status gizi 

berdasarkan Indeks 

Jumlah Balita Pendek / Jumlah 

Balita yang diukur panjang/tinggi 

badan x 100 

Kemenkes 
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Panjang Badan 

menurut Umur 

(PB/U) atau Tinggi 

Badan menurut 

Umur (TB/U) 

memiliki Z-score 

kurang dari -2 SD 

(Standart Deviasi) 

2. Meningkatkan kualitas 

fasilitas kesehatan 

rujukan 

 

2.1 Persentase 

rumah sakit 

rujukan 

terakreditasi 

 

% Akreditasi RS 

adalah pengakuan 

terhadap mutu 

pelayanan RS 

setelah dilakukan 

penilaian bahwa 

RS telah memenuhi 

standar akreditasi 

rumah sakit. 

Akreditasi yang 

dibutuhkan minimal 

utama. 

Cakupan 

perhitungan rumah 

sakit negeri dan 

swasta. 

Dibuktikan dengan 

dokumen 

pendukung terkait. 

Jumlah RS Rujukan yang 

terakreditasi / Jumlah RS di 

kabupaten/kota x 100 % 

Kemenkes 



 

17 
 

II. Meningkatkan Tata 

Kelola Pemerintahan 

yang Baik dan 

Pelayanan Publik yang 

Berkualitas 

 

 Nilai SAKIP Indeks 

Skor 

Nilai SAKIP 

Adalah hasil 

aktivitas analisis 

Yang sistematis, 

Pemberian nilai, 

atribut, apresiasi 

dan pengenalan 

permasalahan serta 

pemberian 

solusi atas masalah 

yang 

ditemukan untuk 

tujuan peningkatan 

akuntabilitas  dan 

kinerja Instansi 

kerja pemerintah 

Hasil evaluasi Inspektorat Inspektorat 

   Nilai IKM Indeks 

Skor 

Nilai IKM adalah 

hasil penilaian 

masyarakat yang 

mendapatkan 

layanan di 

perangkat daerah 

dengan 

menggunakan 

instrument yang 

telah ditetapkan 

oleh KemenPAN-

Hasil Survei Kepuasan 

Masyarakat sesuai Pemen PNRB 

No. 14 Tahun 2017 

Penilaian 

mandiri 
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RB 

1. Meningkatkan kinerja 

tata kelola pemerintahan 

dan kualitas pelayanan 

publik didukung dengan 

manajemen administrasi 

perkantoran 

pemerintahan yang baik 

1.1 Nilai SAKIP Indeks 

Skor 

Nilai SAKIP 

Adalah hasil 

aktivitas analisis 

Yang sistematis, 

Pemberian nilai, 

atribut, apresiasi 

dan pengenalan 

permasalahan serta 

pemberian 

solusi atas masalah 

yang 

ditemukan untuk 

tujuan peningkatan 

akuntabilitas  dan 

kinerja Instansi 

kerja pemerintah 

Hasil evaluasi Inspektorat Inspektorat 

  1.2 Nilai IKM  Indeks 

Skor 

Nilai IKM adalah 

hasil penilaian 

masyarakat yang 

mendapatkan 

layanan di 

perangkat daerah 

dengan 

menggunakan 

instrument yang 

Hasil Survei Kepuasan 

Masyarakat sesuai Pemen PNRB 

No. 14 Tahun 2017 

Penilaian mandiri 
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telah ditetapkan 

oleh KemenPAN-

RB 

Sumber : Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Tahun 2024
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B. Rencana Kerja Tahun 2024 

Rencana kerja tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan 

program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh perangkat 

daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kerja Tahun 2024 termuat di 

dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2024. Berikut Rencana Kerja Dinas 

Kesehatan Tahun 2024 : 

Tabel 2.3 

Rencana Kerja Tahun 2024 

Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan 

NO TUJUAN SASARAN 
INDIKATOR 

KINERJA 
SAT. TARGET 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1 Meningkatkan 

derajat 

kesehatan 

masyarakat 

  Usia Harapan Hidup Tahun 75,14 

 1.1 Meningkatkan 

kesehatan ibu, bayi 

dan balita 

Angka Kematian Ibu 

(AKI) (per 100.000 

kelahiran hidup) 

Per 

100.000 

160,80 

(35 kasus) 

  Angka Kematian Bayi Per 1.000 112,54 

(273 kasus) 

  Prevalensi stunting 

(pendek dan sangat 

pendek) pada balita 

% 14  

1.2 Meningkatkan 

kualitas fasilitas 

kesehatan rujukan 

Persentase rumah sakit 

rujukan terakreditasi 

% 65 

2. Meningkatkan 

Tata Kelola 

Pemerintahan 

yang Baik dan 

Pelayanan 

Publik yang 

Berkualitas 

  Nilai SAKIP Nilai 70,25 

    Nilai IKM Nilai 77,70 

  2.1 Meningkatkan Nilai SAKIP Nilai 70,25 
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kinerja tata kelola 

pemerintahan dan 

kualitas pelayanan 

publik didukung 

dengan 

manajemen 

administrasi 

perkantoran 

pemerintahan yang 

baik 

    Nilai IKM Nilai 77,70 

Sumber: Rencana Kerja  Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan  tahun 2024 

 

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan 

sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena 

merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang 

diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan 

dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang 

terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan 

dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan 

tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Dinas Kesehatan 

Kabupaten Grobogan  Tahun 2024 mengacu pada dokumen Renstra Pemerintah 

Daerah Kabupaten Grobogan  Tahun 2021-2026, dokumen Rencana Kerja (Renja) 

Tahun 2024, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2024. Pada tanggal 

15 bulan Januari tahun 2024 ditetapkan Perjanjian Kinerja Kepala  Dinas 

Kesehatan Kabupaten Grobogan  dengan uraian sebagai berikut: 
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Tabel 2.4 

Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan Tahun 2024  

NO 
TUJUAN/SASARAN 

STRATEGIS 
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET 

1 2 3 4 5 

1. Meningkatkan derajat kesehatan 

masyarakat 

 Usia Harapan Hidup Tahun 75,14 

a. Meningkatkan kesehatan ibu, bayi 

dan balita 

(1) Angka Kematian Ibu (AKI) 

(per 100.000 kelahiran 

hidup) 

Per 100.000 160,80 

  (2) Angka Kematian Bayi Per 1.000 (35 kasus) 

  (3) Prevalensi stunting 

(pendek dan sangat 

pendek) pada balita 

% 112,54 

b. Meningkatkan kualitas fasilitas 

kesehatan rujukan 

 Persentase rumah sakit 

rujukan terakreditasi 

% 70,25 

2. Meningkatkan Tata Kelola 

Pemerintahan yang Baik dan 

Pelayanan Publik yang Berkualitas 

(1) Nilai SAKIP Nilai 77,70 

  (2) Nilai IKM Nilai 70,25 

 Meningkatkan kinerja tata kelola 

pemerintahan dan kualitas 

pelayanan publik didukung dengan 

manajemen administrasi 

perkantoran pemerintahan yang 

baik 

(1) Nilai SAKIP Nilai 77,70 

  (2) Nilai IKM Nilai 70,25 

Sumber : Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2024 

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program 

dan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah 

ditetapkan. Berikut rincian program dan kegiatan Dinas Kesehatan: 
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Tabel 2.5 

Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Tahun 2024 

NO. PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET ANGGARAN 

1 2 3 4 5 

1. Program  Penunjang  Urusan 

Pemerintahan Daerah 

Kabupaten /Kota 

Persentase Laporan 

keuangan sesuai Standar 

Akuntansi Publik 

100 378.885.758.400 

  Cakupan Pemenuhan 

kebutuhan rutin penunjang 

kinerja perangkat daerah 

100  

  Persentase pemenuhan 

dokumen penilaian 

manajemen risiko 

100  

a. Perencanaan,  Penganggaran,  

dan  Evaluasi  Kinerja 

Perangkat Daerah 

Persentase Kesesuaian 

Dokumen Perencanaan, 

Penganggaran, dan 

Evaluasi Tahunan yang 

Disusun Sesuai Pedoman 

yang Berlaku 

100 192.382.150 

b. Administrasi Keuangan 

Perangkat Daerah 

Persentase ASN yang 

menerima gaji dan 

tunjangan 

100 171.804.696.000 

c. Administrasi Kepegawaian 

Perangkat Daerah 

Persentase ASN yang 

meningkat kapasitasnya 

100 75.000.000 

d. Administrasi Umum Perangkat 

Daerah 

Persentase pemenuhan 

administrasi umum 

Perangkat Daerah 

100 2.209.449.000 

e. Pengadaan     Barang     Milik     

Daerah     Penunjang Urusan 

Pemerintah Daerah 

Persentase barang milik 

daerah yang tersedia sesuai 

kebutuhan 

100 370.000.000 

f. Penyediaan Jasa Penunjang 

Urusan Pemerintahan Daerah 

Persentase jasa penunjang 

yang tersedia sesuai 

kebutuhan 

100 873.305.000 

g. Pemeliharaan    Barang    Milik    

Daerah    Penunjang Urusan 

Persentase barang milik 

daerah dalam kondisi baik 

100 462.072.250 
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Pemerintahan Daerah 

h. Peningkatan Pelayanan BLUD Persentase BLUD yang 

Menyediakan Pelayanan 

dan Penunjang Pelayanan 

100 202.898.854.000 

2. Program  Pemenuhan  Upaya  

Kesehatan Perorangan  Dan  

Upaya  Kesehatan  masyarakat 

Rasio daya tampung RS 

rujukan terhadap jumlah 

penduduk 

0,09 121.405.189.815 

  Presentase capaian hasil 

Standar Pelayanan Minimal 

Bidang Kesehatan  

100  

  Prevalensi wasting (kurus 

dan sangat kurus) pada 

balita 

5  

a. Penyediaan  Fasilitas  

Pelayanan  Kesehatan  untuk 

UKM         dan         UKP         

Kewenangan         Daerah 

Kabupaten /Kota 

Pelayanan Kesehatan untuk 

UKM dan UKP Kewenangan 

Daerah Kabupaten/Kota 

jumlah fasilitas pelayanan 

kesehatan UKP dan UKM 

yang tersedia 

74 43.029.538.265 

b. Penyediaan  Layanan  

Kesehatan  untuk  UKM  dan 

UKP Rujukan Tingkat Daerah 

Kabupaten /Kota 

Presentase jenis layanan 

kesehatan UKM dan UKP 

yang diberikan 

78 78.375.651.550 

3. Program   Peningkatan   

Kapasitas   Sumber Daya 

Manusia Kesehatan 

Presentase Puskesmas 

dengan 9 jenis tenaga 

kesehatan sesuai standar 

90 559.600.000 

  Persentase ketersediaan  

Sumber Daya Manusia 

Kesehatan yang sesuai 

kebutuhan 

65,15  

a. Pengembangan Mutu dan 

Peningkatan Kompetensi 

Teknis  Sumber Daya Manusia 

Kesehatan Tingkat Daerah 

Kabupaten /Kota 

Presentase SDM kesehatan 

yang ditingkatkan 

kompetensinya 

35 559.600.000 

4. Program          Sediaan          Presentase Fasilitas 68 885.905.785 
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Farmasi,          Alat Kesehatan 

Dan Makanan Minuman 

Pelayanan Kefarmasian 

(apotek dan Toko Obat) 

yang memenuhi standar dan 

persyaratan perizinan 

  Prosentase Tempat 

Pengelolaan Makanan 

(TPM) Memenuhi Syarat 

Berdasarkan Inspeksi 

Kesehatan  Lingkungan 

(IKL) 

100  

a. Pemberian   Izin   Apotek,   

Toko   Obat,   Toko   Alat 

Kesehatan     dan     Optikal,     

Usaha     Mikro     Obat 

Tradisional (UMOT) 

Presentase Apotek, Toko 

Obat, Toko Alat Kesehatan 

dan Optikal, Usaha Mikro 

Obat Tradisional (UMOT) 

yang berizin 

74 25.000.000 

b. Penerbitan   Sertifikat   

Produksi   Pangan   Industri 

Rumah   Tangga dan Nomor P-

IRT sebagai Izin Produksi, 

untuk Produk Makanan 

Minuman Tertentu yang dapat 

Diproduksi   oleh   Industri 

Rumah Tangga 

Jumlah Penerbitan Sertifikat 

Produksi Pangan Industri 

Rumah Tangga dan Nomor 

PIRT sebagai Izin Produksi, 

untuk Produk Makanan 

Minuman Tertentu yang 

dapat Diproduksi oleh 

Industri Rumah Tangga 

83 714.322.250 

c. Pemeriksaan dan Tindak Lanjut 

Hasil Pemeriksaan Post Market 

pada Produksi dan Produk 

Makanan  Minuman Industri 

Rumah Tangga 

Jumlah industri rumah 

tangga yang diperiksa dan 

Tindak Lanjut Hasil 

Pemeriksaan Post Market 

pada Produksi dan Produk 

Makanan Minuman Industri 

Rumah Tangga 

33 146.583.535 

5. PROGRAM PEMBERDAYAAN 

MASYARAKAT BIDANG 

KESEHATAN 

Cakupan Desa Siaga Aktif 

Mandiri 

43 715.050.000 

a. Advokasi,  Pemberdayaan,  

Kemitraan,  Peningkatan Peran  

serta  Masyarakat  dan  Lintas  

jumlah kelompok sasaran 

advokasi dan kemitraan 

60 66.500.000 
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Sektor  Tingkat Daerah 

Kabupaten /Kota 

b. Pengembangan dan 

Pelaksanaan Upaya Kesehatan  

Bersumber  Daya  Masyarakat  

(UKBM) Tingkat Daerah 

Kabupaten /Kota 

Jumlah UKBM yang dibina 1.026 648.550.000 

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2024 

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi 

sebagai berikut:  

1. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat; 

2. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran 

(perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran); 

3. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses 

pencapaian tujuan dan sasaran. 

Pada tanggal 13 bulan Desember tahun 2024 dilaksanakan Perubahan 

Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dikarenakan Perubahan dalam strategi yang 

mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran, dengan uraian target kinerja sebagai 

berikut : 

 

Tabel 2.6 

Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan  

Tahun 2024 

NO 
TUJUAN/SASARAN 

STRATEGIS 
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET 

1 2 3 4 5 

1. Meningkatkan derajat kesehatan 

masyarakat 

 Usia Harapan Hidup Tahun 75,14 

a. Meningkatkan kesehatan ibu, bayi 

dan balita 

 Angka Kematian Ibu (AKI) 

(per 100.000 kelahiran 

hidup) 

Per 100.000 108,74 

   Angka Kematian Bayi Per 1.000 13,62 
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   Prevalensi stunting 

(pendek dan sangat 

pendek) pada balita 

% 5,83 

b. Meningkatkan kualitas fasilitas 

kesehatan rujukan 

 Persentase rumah sakit 

rujukan terakreditasi 

% 84,6 

2. Meningkatkan Tata Kelola 

Pemerintahan yang Baik dan 

Pelayanan Publik yang Berkualitas 

 Nilai SAKIP Nilai 70,16 

   Nilai IKM Nilai 82,75 

 Meningkatkan kinerja tata kelola 

pemerintahan dan kualitas 

pelayanan publik didukung dengan 

manajemen administrasi 

perkantoran pemerintahan yang 

baik 

 Nilai SAKIP Nilai 70,16 

   Nilai IKM Nilai 82,75 

Sumber : Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2024 

 

Dengan rincian program dan kegiatan sebagai berikut : 

Tabel 2.7 

Perubahan Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Tahun 2024 

NO. PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET ANGGARAN 

1 2 3 4 5 

1. Program  Penunjang  Urusan 

Pemerintahan Daerah 

Kabupaten /Kota 

Persentase Laporan 

keuangan sesuai Standar 

Akuntansi Publik 

100 446.958.918.095 

  Cakupan Pemenuhan 

kebutuhan rutin penunjang 

kinerja perangkat daerah 

100  

  Persentase pemenuhan 

dokumen penilaian 

manajemen risiko 

100  



 

28 
 

a. Perencanaan,  Penganggaran,  

dan  Evaluasi  Kinerja 

Perangkat Daerah 

Persentase Kesesuaian 

Dokumen Perencanaan, 

Penganggaran, dan Evaluasi 

Tahunan yang Disusun 

Sesuai Pedoman yang 

Berlaku 

100 307.382.150 

b. Administrasi Keuangan 

Perangkat Daerah 

Persentase ASN yang 

menerima gaji dan tunjangan 

100 171.492.489.000 

c. Administrasi Kepegawaian 

Perangkat Daerah 

Persentase ASN yang 

meningkat kapasitasnya 

100 75.000.000 

d. Administrasi Umum Perangkat 

Daerah 

Persentase pemenuhan 

administrasi umum 

Perangkat Daerah 

100 2.682.156.200 

e. Pengadaan     Barang     Milik     

Daerah     Penunjang Urusan 

Pemerintah Daerah 

Persentase barang milik 

daerah yang tersedia sesuai 

kebutuhan 

100 624.192.000 

f. Penyediaan Jasa Penunjang 

Urusan Pemerintahan Daerah 

Persentase jasa penunjang 

yang tersedia sesuai 

kebutuhan 

100 899.382.500 

g. Pemeliharaan    Barang    Milik    

Daerah    Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

Persentase barang milik 

daerah dalam kondisi baik 

100 568.345.150 

h. Peningkatan Pelayanan BLUD Persentase BLUD yang 

Menyediakan Pelayanan dan 

Penunjang Pelayanan 

100 270.309.971.095 

2. Program  Pemenuhan  Upaya  

Kesehatan Perorangan  Dan  

Upaya  Kesehatan  

masyarakat 

Rasio daya tampung RS 

rujukan terhadap jumlah 

penduduk 

0,09 132.997.388.007 

  Presentase capaian hasil 

Standar Pelayanan 

Minimal Bidang Kesehatan  

100  

  Prevalensi wasting (kurus 

dan sangat kurus) pada 

balita 

5  
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a. Penyediaan  Fasilitas  

Pelayanan  Kesehatan  untuk 

UKM         dan         UKP         

Kewenangan         Daerah 

Kabupaten /Kota 

Pelayanan Kesehatan untuk 

UKM dan UKP Kewenangan 

Daerah Kabupaten/Kota 

jumlah fasilitas pelayanan 

kesehatan UKP dan UKM 

yang tersedia 

74 44.811.136.607 

b. Penyediaan  Layanan  

Kesehatan  untuk  UKM  dan 

UKP Rujukan Tingkat Daerah 

Kabupaten /Kota 

Presentase jenis layanan 

kesehatan UKM dan UKP 

yang diberikan 

78 87.861.759.800 

c. Penyelenggaraan     Sistem     

Informasi     Kesehatan secara 

Terintegrasi 

Jumlah data dan informasi 

kesehatan yang dikelola 

6 324.491.600 

3. Program   Peningkatan   

Kapasitas   Sumber Daya 

Manusia Kesehatan 

Presentase Puskesmas 

dengan 9 jenis tenaga 

kesehatan sesuai standar 

90 2.596.350.000 

  Persentase ketersediaan  

Sumber Daya Manusia 

Kesehatan yang sesuai 

kebutuhan 

65,15  

a. Perencanaan     Kebutuhan     

dan     Pendayagunaan 

Sumberdaya  Manusia  

Kesehatan  untuk  UKP  

danUKM di Wilayah Kabupaten 

/Kota 

Jumlah Dokumen 

Perencanaan Kebutuhan 

dan Pendayagunaan 

Sumber daya Manusia 

Kesehatan untuk UKP dan 

UKM di Wilayah 

Kabupaten/Kota 

4 123.740.000 

b. Pengembangan Mutu dan 

Peningkatan Kompetensi 

Teknis  Sumber Daya Manusia 

Kesehatan Tingkat Daerah 

Kabupaten /Kota 

Presentase SDM kesehatan 

yang ditingkatkan 

kompetensinya 

35 2.472.610.000 

4. Program          Sediaan          

Farmasi,          Alat 

Kesehatan Dan Makanan 

Minuman 

Presentase Fasilitas 

Pelayanan Kefarmasian 

(apotek dan Toko Obat) 

yang memenuhi standar 

68 515.831.000 
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dan persyaratan perizinan 

  Prosentase Tempat 

Pengelolaan Makanan 

(TPM) Memenuhi Syarat 

Berdasarkan Inspeksi 

Kesehatan  Lingkungan 

(IKL) 

100  

a. Pemberian   Izin   Apotek,   

Toko   Obat,   Toko   Alat 

Kesehatan     dan     Optikal,     

Usaha     Mikro     Obat 

Tradisional (UMOT) 

Presentase Apotek, Toko 

Obat, Toko Alat Kesehatan 

dan Optikal, Usaha Mikro 

Obat Tradisional (UMOT) 

yang berizin 

74 204.162.500 

b. Penerbitan   Sertifikat   

Produksi   Pangan   Industri 

Rumah   Tangga dan Nomor 

P-IRT sebagai Izin Produksi, 

untuk Produk Makanan 

Minuman Tertentu yang dapat 

Diproduksi   oleh   Industri 

Rumah Tangga 

Jumlah Penerbitan Sertifikat 

Produksi Pangan Industri 

Rumah Tangga dan Nomor 

PIRT sebagai Izin Produksi, 

untuk Produk Makanan 

Minuman Tertentu yang 

dapat Diproduksi oleh 

Industri Rumah Tangga 

83 171.570.000 

c. Pemeriksaan dan Tindak 

Lanjut Hasil Pemeriksaan Post 

Market pada Produksi dan 

Produk Makanan  Minuman 

Industri Rumah Tangga 

Jumlah industri rumah 

tangga yang diperiksa dan 

Tindak Lanjut Hasil 

Pemeriksaan Post Market 

pada Produksi dan Produk 

Makanan Minuman Industri 

Rumah Tangga 

33 140.098.500 

5. PROGRAM 

PEMBERDAYAAN 

MASYARAKAT BIDANG 

KESEHATAN 

Cakupan Desa Siaga Aktif 

Mandiri 

43  1.527.472.800  

a. Advokasi,  Pemberdayaan,  

Kemitraan,  Peningkatan Peran  

serta  Masyarakat  dan  Lintas  

Sektor  Tingkat Daerah 

Kabupaten /Kota 

jumlah kelompok sasaran 

advokasi dan kemitraan 

60 14.535.000 
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b. Pengembangan dan 

Pelaksanaan Upaya 

Kesehatan  Bersumber  Daya  

Masyarakat  (UKBM) Tingkat 

Daerah Kabupaten /Kota 

Jumlah UKBM yang dibina 1.026 1.512.937.800 

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2024 (setelah 

perubahan)
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BAB III 

AKUNTABILITAS KINERJA 

 

        Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan 

hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau 

kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang 

menerima laporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Kesehatan Kabupaten 

Grobogan  selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban 

berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan 

Kabupaten Grobogan  yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam 

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian 

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian 

target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam 

dokumen Renstra Tahun 2021-2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Sesuai dengan 

ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan 

kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan 

untuk mewujudkan Visi dan Misi Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan. 

A. Pengukuran Kinerja  

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan 

pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam 

rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan 

sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, 

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. 

Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator 

kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja tujuan/sasaran diperoleh 
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berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja tujuan/sasaran strategis, cara 

penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian tujuan/sasaran strategis dilakukan 

dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja tujuan/sasaran. 

Penghitungan capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara 

realisasi kinerja dengan target kinerja, dan perlu memperhatikan karakteristik 

komponen realisasi sebagai berikut : 

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin 

baik (positif), maka digunakan rumus : 

𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖

𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡
× 100% 

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin 

rendah (negatif), maka digunakan rumus : 

𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 − (𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 − 𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡)

𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡
× 100% 

Selanjutnya berdasarkan hasil pengukuran kinerja, dilakukan evaluasi dan 

analisis pencapaian kinerja, untuk memberikan informasi yang lebih transparan 

mengenai keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja, serta faktor penyebab 

keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja dimaksud. 

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokan dalam skala pengukuran ordinal 

dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi 

pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai 

berikut: 
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Tabel 3.1 

Pengkategorian Capaian Kinerja 

No Kategori/Interpretasi Rata-Rata % Capaian 

1 Sangat Tinggi 91 ≤ 100 

2 Tinggi 76 ≤ 90 

3 Sedang 66 ≤ 75 

4 Rendah 51 ≤ 65 

5 Sangat Rendah  ≤ 50 

         

Dalam laporan ini, Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan  dapat memberikan 

gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok 

indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-

masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2021-2026 

maupun Rencana Kerja Tahun 2024. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja 

digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai 

dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi 

instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Dinas 

Kesehatan Tahun 2024 dan Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan. 

 

B. Capaian Kinerja Organisasi 

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya 

akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan 

Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi 

pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi 

pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam 

tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU merupakan ukuran 

keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata 

lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang 

bersangkutan. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Dinas Kesehatan Kabupaten 

Grobogan juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan 
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reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang 

sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator 

kinerja utama Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan tahun 2024 menunjukan hasil 

sebagai berikut: 

 

1. Perbandingan Target dan realisasi kinerja Tahun 2024 

Tabel 3.2 

Capaian Indikator Kinerja Utama 

Dinas Kesehatan Tahun 2024 

No. 
Tujuan/ 

Sasaran 
Indikator Kinerja Target Realisasi 

% 

Capaian  
Kategori 

Sumber 

Data 

1 Meningkatka

n derajat 

kesehatan 

masyarakat 

Usia Harapan 

Hidup 

75,14 75,52 101% Sangat 

Tinggi 

BPS 

1.1 Meningkatkan 

kesehatan ibu, 

bayi dan balita 

Angka Kematian Ibu 

(AKI) (per 100.000 

kelahiran hidup) 

108,74 128,01 82,28% Tinggi Kemenkes 

  Angka Kematian 

Bayi 

13,62 14,69 92,14% Tinggi Kemenkes 

  Prevalensi stunting 

(pendek dan sangat 

pendek) pada balita 

5,83 7,5 71,36% Sedang Kemenkes 

1.2 Meningkatkan 

kualitas 

fasilitas 

kesehatan 

rujukan 

Persentase rumah 

sakit rujukan 

terakreditasi 

84,6 91,67 108,36% Sangat 

Tinggi 

Kemenkes 

2 Meningkatka

n Tata Kelola 

Pemerintahan 

yang Baik 

dan 

Nilai SAKIP 70,16 72 102,62% Sangat 

Tinggi 

Inspektorat 
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Pelayanan 

Publik yang 

Berkualitas 

  Nilai IKM 82,75 86,55 104,59% Sangat 

Tinggi 

Penilaian 

Mandiri 

2.1 Meningkatkan 

kinerja tata 

kelola 

pemerintahan 

dan kualitas 

pelayanan 

publik 

didukung 

dengan 

manajemen 

administrasi 

perkantoran 

pemerintahan 

yang baik 

Nilai SAKIP 70,16 72 102,62% Sangat 

Tinggi 

Inspektorat 

  
Nilai IKM 

82,75 86,55 104,59% Sangat 

Tinggi 

Penilaian 

Mandiri 

 

Berdasarkan hasil perhitungan di atas,  bahwa Tahun 2024 capaian Indikator 

Kinerja Tujuan 1 capaiannya sebesar 101% dengan kategori Sangat Tinggi, dengan 

capaian indikator kinerja sasaran 1.1 mencapai 82,28% atau kategori tinggi, capaian 

indicator kinerja sasaran 1.2 mencapai 92,14% atau kategori sangat tinggi dan capaian 

indicator kinerja sasaran 1.3 mencapai 71,36% atau kategori sedang, dan capaian 

indicator sasaran 2.1 mencapai 108% atau kategori sangat tinggi. Maka rata-rata 

capaian sasaran pada Tujuan 1 mencapai 88,53% dengan kategori tinggi 

Kinerja Tujuan 2 indikator tujuan 1 capaiannya sebesar 102,62% dengan 

kategori Sangat Tinggi, dan indicator tujuan 2 capaiannya sebesar 104,59% dengan 

capaian indikator kinerja sasaran 2.1 mencapai 102,62% atau kategori sangat tinggi, 

capaian indicator kinerja sasaran 2.2 mencapai 104,59% atau kategori sangat tinggi 
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Maka rata-rata capaian sasaran pada Tujuan 2 mencapai 103,61%, dengan kategori 

sangat tinggi 

2. Perbandingan antara realisasi kinerja Tahun 2024 dengan tahun-tahun 

sebelumnya. 

Perbandingan capaian kinerja tahun 2024 dengan capaian kinerja tahun 

sebelumnya diuraikan pada tabel berikut : 

Tabel 3.3 

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya 

No. Tujuan/Sasaran 
Indikator 
Kinerja 

2022 2023 2024 

Target Realisasi 
% 

Capaian 
Target Realisasi 

% 
Capaian 

Target Realisasi % Capaian 

1 Meningkatkan 

derajat 

kesehatan 

masyarakat 

Usia 

Harapan 

Hidup  

74,92 74,93 100% 75,02 75,04 100% 75,14 75,52 100,51% 

1.1 Meningkatkan 

kesehatan ibu, 

bayi dan balita 

Angka 

Kematian 

Ibu (AKI) 

(per 100.000 

kelahiran 

hidup) 

230,29 120,05 100% 182,28 117,51 217,8% 108,74 128,01 82,28% 

  Angka 

Kematian 

Bayi 

13,03 12,94 99,31% 12,67 14,10 1,4% 13,62 14,69 92,14% 

  Prevalensi 

stunting 

(pendek dan 

sangat 

pendek) 

pada balita 

14,5 5,89 100% 14,3 5,86 73,3% 5,83 7,5 71,36% 

1.2 Meningkatkan 

kualitas fasilitas 

kesehatan 

rujukan 

Persentase 

rumah sakit 

rujukan 

terakreditasi 

60 56,06 93,43% 65 83,33 128% 84,6 91,67 108,36% 

2 Meningkatkan 

Tata Kelola 

Pemerintahan 

yang baik DAN 

Pelayanan 

Publik yang 

berkualitas 

Nilai SAKIP 70,20 70,16 100% 70,23 70,16 100% 70,16 72 102,62% 

  Nilai IKM 76,70 82,95 107% 77,20 82,39 107% 82,75 86,55 104,59% 

2.1 Meningkatkan 

Tata Kelola 
Nilai SAKIP 70,20 70,16 100% 70,23 70,16 100% 70,16 72 102,62% 
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Pemerintahan 

yang baik DAN 

Pelayanan 

Publik yang 

berkualitas 

  Nilai IKM 76,70 82,95 107% 77,20 82,39 107% 82,75 86,55 104,59% 

 

Berdasarkan Tabel di atas, dapat diketahui jika indicator 1 dibandingkan dengan 

capaian kinerja tahun sebelumnya menunjukkan tren positif yang dibuktikan adanya 

kenaikan capaian kinerja dari tahun sebelumnya, capaian kinerja tahun 2022 100% 

dengan realisasi 74,93 naik di tahun 2023 dengan capaian kinerja 100% dengan 

realisasi 75,04 dan tahun 2024 capaian kinerja 105,1% mengalami kenaikan dengan 

realisasi 75,52. Selanjutnya, capaian kinerja indicator sasaran 1.1 dan indicator sasaran 

1.2 juga mengalami kenaikan setiap tahunnya.  

Sedangkan capaian indicator 2 pada tahun 2022 dan 2023 capaian 100% 

dengan realisasi 70,16 dan pada tahun 2024 realisasi naik menjadi 72 dengan 

persentase capaian sebesar  102,62%. Untuk capaian indikator 2 tujuan 2 pada tahun 

2022 capaian sebesar 107% dengan realisasi 82,95 , pada tahun 2023 capaian sebesar 

107% dengan realisasi 82,39, dan pada tahun 2024 realisasi sebesar 104,59% dengan 

realisasi 86,55.  

 

3. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2024 dengan target Renstra 

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan target jangka 

menengah yang terdapat pada dokumen perubahan perencanaan strategis Dinas 

Kesehatan Kabupaten Grobogan  periode 2021-2026 diuraikan sebagai berikut : 
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Tabel 3.4 

Tingkat Kemajuan Capaian Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah 

(Renstra) 

No. Tujuan/Sasaran 
Indikator 
Kinerja 

Realisasi 
Kinerja 

Tahun 2024 

Target Akhir 
2026 

Tingkat Kemajuan 

1 2 3 4 5 6=4/5*100 

1 Meningkatkan derajat 

kesehatan masyarakat 

Usia 

Harapan 

Hidup  

75,52 75,3 100,29% 

1.1 Meningkatkan 

kesehatan ibu, bayi 

dan balita 

Angka 

Kematian 

Ibu (AKI) 

(per 100.000 

kelahiran 

hidup) 

128,01 137,36 106,81% 

  Angka 

Kematian 

Bayi 

14,69 12,04 77,99% 

  Prevalensi 

stunting 

(pendek dan 

sangat 

pendek) 

pada balita 

7,5 14 146,43% 

1.2 Meningkatkan kualitas 

fasilitas kesehatan 

rujukan 

Persentase 

rumah sakit 

rujukan 

terakreditasi 

91,67 65 141% 

2 Meningkatkan Tata 

Kelola Pemerintahan 

yang baik DAN 

Pelayanan Publik yang 

berkualitas 

Nilai SAKIP 72 73,5 97,96% 

  Nilai IKM 86,55 79,7 108,59% 
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2.1 Meningkatkan Tata 

Kelola Pemerintahan 

yang baik DAN 

Pelayanan Publik yang 

berkualitas 

Nilai SAKIP 72 73,5 97,96% 

  Nilai IKM 86,55 79,7 108,59% 

Dari analisis tabel di atas, bahwa tingkat kemajuan capaian kinerja Tahun 2024 

pada indikator kinerja Tujuan 1 mencapai 100,29%, sehingga untuk potensi mencapai 

target jangka menengah pada tahun 2026 sangat mungkin tercapai, sedangkan untuk 

tingkat kemajuan indicator kinerja sasaran 1.1.1 mencapai 93% , indikator kinerja 

sasaran 1.1.2 mencapai 122%, indicator kinerja sasaran 1.1.3 mencapai 54%, dan 

indicator kinerja sasaran 1.2.1 mencapai 141% 

Sedangkan untuk tingkat kemajuan indikator kinerja 1 tujuan 2 mencapai 

97,96%,indicator kinerja 2 tujuan 2 mencapai 108,55% sehingga untuk mencapai target 

jangka menengah memerlukan percepatan dalam pencapaiannya, dan tingkat 

kemanjuan indikator 1 sasaran 2.1 mencapai 97,96% dan indicator 2 sasaran 2.1 

mencapai 108,55% 

 

4. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2024 dengan standar 

Nasional/Provinsi/Kabupaten sekitar 

 

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan standar 

nasional/provinsi/kabupaten lain diuraikan sebagai berikut : 
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Tabel 3.5 

Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/ Provinsi/ Kabupaten Grobogan 

lain 

 

No. Indikator Tujuan 
Capaian Kinerja Kabupaten Persentase capaian 

 Kabupaten Provinsi Nasional  Provinsi  Nasional 

1 Usia Harapan Hidup  75,52 nihil nihil nihil nihil 

2 
Angka Kematian Ibu (AKI) (per 
100.000 kelahiran hidup) 

128,01 
nihil nihil nihil nihil 

3 Angka Kematian Bayi 14,69 nihil nihil nihil nihil 

4 
Prevalensi stunting (pendek dan 
sangat pendek) pada balita 

7,5 10,01 nihil 125,97 nihil 

5 
Persentase rumah sakit rujukan 
terakreditasi 

91,67 
nihil nihil nihil nihil 

6 Nilai SAKIP 72 nihil nihil nihil nihil 

7 Nilai IKM 86,55 nihil nihil nihil nihil 

8 Nilai SAKIP 72 nihil nihil nihil nihil 

9 Nilai IKM 86,55 nihil nihil nihil nihil 

 

Dari tabel di atas, capaian kinerja Prevalensi stunting (pendek dan sangat 

pendek) pada balita Tahun 2024 jika dibandingkan dengan capaian provinsi, capaian 

kinerja kabupaten lebih tinggi dari capaian provinsi dengan persentase 125,97%. 

Sedangkan jika dibandingkan dengan capaian nasional, tidak dapat dilakukan 

perbandingan karena data belum rilis. Untuk indicator yang lain juga tidak dapat 

dilakukan perbandingan dengan capaian kinerja di tingkat tingkat provinsi/nasional 

dikarena data capaian tahun 2024 belum rilis. 

 

 

5. Analisis keberhasilan/kegagalan capaian kinerja serta solusi yang telah 

dilakukan 

Sesuai hasil analisis capaian kinerja di atas, faktor pendukung keberhasilan 

pencapaian kinerja level tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut : 
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Tabel 3.6 

Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi 

 

No. 
Tujuan/Sasaran 

Indikator 

Kinerja 
Target Realisasi 

% 

Capaian 

Analisis 

Keberhasilan/

Kegagalan 

Solusi yang 

dilakukan 

1 Meningkatkan 

derajat 

kesehatan 

masyarakat 

Usia 

Harapan 

Hidup 

75,14 75,52 100,51% Berhasil  Menerapkan 

pola hidup 

sehat dan 

memiliki 

proteksi 

kesehatan 

1.1 Meningkatkan 

kesehatan ibu, 

bayi dan balita 

Angka 

Kematia

n Ibu 

(AKI) 

(per 

100.000 

kelahira

n hidup) 

108,74 128,01 82,28% berhasil Terus 

berupaya 

untuk 

meningkatka

n kualitas 

pelayanan 

kesehatan 

ibu hamil, 

bersalin dan 

nifas 

  Angka 

Kematia

n Bayi 

13,62 14,69 92,14% Berhasil Meningkatka

n kualitas 

pelayanan 

kesehatan 

ibu dan bayi 

  Prevale

nsi 

stunting 

(pendek 

dan 

sangat 

pendek) 

pada 

balita 

5,83 7,5 71,36% berhasil Selalu 

memperhatik

an asupan 

gizi seimbang 

dan nutrisi 

bagi ibu 

hamil 
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1.2 Meningkatkan 

kualitas 

fasilitas 

kesehatan 

rujukan 

Persent

ase 

rumah 

sakit 

rujukan 

terakred

itasi 

84,6 91,67 108,36% berhasil Program 

peningkatan 

akses,  

melalui 

pemenuhan 

sarana, 

prasarana, 

alat 

kesehatan 

dan 

kompetensi 

Sumber Daya 

Manusia 

Kesehatan  

2 Meningkatkan 

Tata Kelola 

Pemerintahan 

yang Baik dan 

Pelayanan 

Publik yang 

Berkualitas 

Nilai 

SAKIP 

70,16 72 102,62% berhasil Evaluasi 

internal 

SAKIP 

berkala 

  Nilai 

IKM 

82,75 86,55 104,59% berhasil Melakukan 

Evaluasi dan 

Pengukuran 

Kinerja 

secara 

berkala 

2.1 Meningkatkan 

kinerja tata 

kelola 

pemerintahan 

dan kualitas 

pelayanan 

publik 

didukung 

Nilai 

SAKIP 

70,16 72 102,62% berhasil Evaluasi 

internal 

SAKIP 

berkala 
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dengan 

manajemen 

administrasi 

perkantoran 

pemerintahan 

yang baik 

  Nilai 

IKM 

82,75 86,55 104,59% Berhasil Melakukan 

Evaluasi dan 

Pengukuran 

Kinerja 

secara 

berkala 

 

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya 

Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan 

sasaran perangkat daerah dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

 

 

Tabel 3.7 

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 

NO Tujuan/Sasaran 

Indikator Kinerja Anggaran Ti
ng
kat 
efi
sie
nsi 

Hasil Perkalian 
% Capaian 
Kinerja dan 
Anggaran 

Hasil 
Pengurangan 

dengan 
serapan 

Interpr
etasi 

Target 
Reali
sasi 

Pers
entas

e 
Capa
ian 

Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) 

Perse
ntase 
Capai

an 

I. 

Meningkatkan derajat 
kesehatan masyarakat 

75,14 75,52 101%        

1. 

Program Program  
Pemenuhan  Upaya  
Kesehatan Perorangan  
Dan  Upaya  Kesehatan 
Masyarakat 

0,09 
100 
5 

0,8 
94,57 
6,80 

889% 
95% 

136% 
=330,0

9% 

132.997.388.007 125.328.125.051 94% 236
% 
 

1.182.199.004.507 1.056.870.879.456 Efisien 

a. Penyediaan  Fasilitas  
Pelayanan  Kesehatan  
untuk UKM         dan         
UKP         Kewenangan         
Daerah Kabupaten 
/Kota 

74 74 100% 44.811.136.607 40.572.051.410 91% 10
% 

44.811.136.607 4.239.085.197 Efisien 

1) Pengembangan Rumah 
Sakit  

1 2 200%  3.027.082.465   2.944.216.492  97% 106
% 

 6.054.164.930   3.109.948.438  Efisien 

2) Pengembangan 
Puskesmas 

1 11 1100%  21.571.713.000   21.305.637.128  99% 101
4% 

 237.288.843.000   215.983.205.872  Efisien 

3) Pengadaan Alat 
Kesehatan/Alat 
Penunjang Medik 
Fasilitas Pelayanan 
Kesehatan 

150 286 191%  17.811.486.592   14.258.485.742  80% 138
% 

 33.960.567.769   19.702.082.027  Efisien 
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4) pemeliharaan rutin 
berkala alat 
kesehatan/alat 
penunjang medik fasilitas 
pelayanan kesehatan 

455 1755 386%  68.876.000   67.003.000  97% 296
% 

 265.664.571   198.661.571  Efisien 

5) pengadaan obat, 
bahan habis pakai, 
bahan medis habis 
pakai, vaksin, 
makanan dan 
minuman di fasilitas 
kesehatan 

1 1 100% 2.121.075.450 1.792.091.008 84% 18
% 

 2.121.075.450   328.984.442  Efisien 

6) pengelolaan 
pelayanan kesehatan 
dasar melalui 
pendekatan keluarga 

9828 9828 100% 210.903.100 204.618.100 97% 3%  210.903.100   6.285.000  Efisien 

b. 

Penyediaan 
Layanan Kesehatan 
untuk UKM dan 
UKP Rujukan 
Tingkat Daerah 
Kabupaten/Kota 

78 82,5 106% 
          
87.861.759.800  

         
84.447.876.581  

96% 
10
% 

        
92.930.707.481  

           
8.482.830.900  

Efisien 

1) 
Pengelolaan 
Pelayanan 
Kesehatan Ibu Hamil 

17484 1636
9 

94%  
1.388.952.400  

 
1.332.003.680  

96% -
2% 

 1.300.375.305  -31.628.375  Tidak 
Efisien 

2) 

Pengelolaan 
Pelayanan 
Kesehatan Ibu 
Bersalin 

16405 1640
4 

100%  466.776.800   406.709.800  87% 15
% 

 466.748.347   60.038.547  Tidak 
Efisien 

3) 

Pengelolaan 
Pelayanan 
Kesehatan Bayi Baru 
Lahir 

16404 1628
1 

99%  87.010.400   83.778.200  96% 3%  86.357.981   2.579.781  Tidak 
Efisien 

4) 
Pengelolaan 
Pelayanan 
Kesehatan Balita 

78550 7561
2 

96% 52.097.600 42.585.600 82% 18
% 

 50.148.997   7.563.397  Tidak 
Efisien 

5) 

Pengelolaan 
Pelayanan 
Kesehatan pada Usia 
Pendidikan Dasar 

193364 1875
01 

97% 799.857.000 731.344.000 91% 6%  775.604.494   44.260.494  Tidak 
Efisien 

6) 

Pengelolaan 
Pelayanan 
Kesehatan pada Usia 
Produktif 

968480 8954
47 

92%  113.961.250   102.058.750  90% 3%  105.367.441   3.308.691  Tidak 
Efisien 

7) 

Pengelolaan 
Pelayanan 
Kesehatan pada Usia 
Lanjut 

206080 2007
47 

97%  43.360.000   43.360.000  100
% 

-
3% 

 42.237.917  -1.122.083  Tidak 
Efisien 

8) 

Pengelolaan 
Pelayanan 
Kesehatan Penderita 
Hipertensi 

478407 3489
18 

73%  27.085.000   26.635.000  98% -
26
% 

 19.753.984  -6.881.016  Tidak 
Efisien 

9) 

Pengelolaan 
Pelayanan 
Kesehatan Penderita 
Diabetes Melitus 

26468 2646
8 

100%  
1.797.250.000  

 
1.796.900.000  

100
% 

0%  1.797.250.000   350.000  Efisien 

10) 

Pengelolaan 
Pelayanan 
Kesehatan Orang 
dengan Gangguan 
Jiwa Berat 

4034 3468 86% 32.590.000 31.690.000 97% -
12
% 

 28.017.382  -3.672.618  Tidak 
Efisien 

11) 

Pengelolaan 
Pelayanan 
Kesehatan Orang 
Terduga 
Tuberkulosis 

20666 2066
6 

100% 1.329.598.600 1.302.056.750 98% 2%  1.329.598.600   27.541.850  Efisien 

12) 

Pengelolaan 
Pelayanan 
Kesehatan Orang 
dengan Risiko 

43596 4359
6 

100%  232.620.650   200.491.100  86% 16
% 

 232.620.650   32.129.550  Efisien 
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Terinfeksi HIV 

13) 

Pengelolaan 
Pelayanan 
Kesehatan Gizi 
Masyarakat 

4 4 100% 
          

11.183.199.75
0  

         
10.892.914.46

5  
97% 3% 

        
11.183.199.750  

              
290.285.285  

Efisien 

14) Pengelolaan 
Pelayanan 
Kesehatan Kerja dan 
Olahraga 

1 1 100%             
1.705.870.000  

           
1.705.870.000  

100
% 

0%            
1.705.870.000  

                                   
-  

Impas 

15) 

Pengelolaan 
Pelayanan 
Kesehatan 
Lingkungan 

5 5 100% 
            

1.733.465.400  
           

1.663.581.200  
96% 4% 

           
1.733.465.400  

                 
69.884.200  

Efisien 

16) 
Pengelolaan 
Pelayanan Promosi 
Kesehatan 

33 33 100% 6.126.573.250 5.607.299.025 92% 9% 
           

6.126.573.250  
              

519.274.225  
Efisien 

17) 
Pengelolaan 
Surveilans 
Kesehatan 

12 12 100% 1.013.483.200 866.498.300 85% 
17
% 

           
1.013.483.200  

              
146.984.900  

Efisien 

18) 

Pengelolaan 
Pelayanan 
Kesehatan Jiwa dan 
NAPZA 

9268 5560 60% 
                  

62.344.000  
                 

57.367.350  
92% 

-
35
% 

                
37.401.019  

-               
19.966.331  

Tidak 
Efisien 

19) 

Pelayanan 
Kesehatan Penyakit 
Menular dan Tidak 
Menular 

22 22 100% 
            

7.344.753.400  
           

6.896.691.480  
94% 6% 

           
7.344.753.400  

              
448.061.920  

Efisien 

20) 
Pengelolaan Jaminan 
Kesehatan 
Masyarakat 

1 0 0% 
          

42.224.485.40
0  

         
41.887.419.67

4  
99% 

-
10
0% 

                                   
-  

-        
41.887.419.674  

Tidak 
Efisien 

21) 

Pengambilan dan 
Pengiriman 
Spesimen Penyakit 
Potensial KLB ke 
Laboratorium 
Rujukan/Nasional 

38 37 97% 
                    

9.680.000  
                   

3.703.900  
38% 

15
4% 

                  
9.425.263  

                   
5.721.363  

Tidak 
Efisien 

22) 
Penyelenggaraan 
Kabupaten/Kota 
Sehat 

1 0 0% 50.000.000 35.122.562 70% 
-

10
0% 

                                   
-  

-               
35.122.562  

Tidak 
Efisien 

23) 
Operasional 
Pelayanan 
Puskesmas 

30 30 100% 5.735.228.000 4.666.032.765 81% 
23
% 

           
5.735.228.000  

           
1.069.195.235  

Efisien 

24) 
Operasional 
Pelayanan Fasilitas 
Kesehatan Lainnya 

30 30 100% 
                  

51.210.000  
                 

38.605.000  
75% 

33
% 

                
51.210.000  

                 
12.605.000  

Efisien 

25) 

Pelaksanaan 
Akreditasi Fasilitas 
Kesehatan di 
Kabupaten/Kota 

56 66 118% 
               

110.390.000  
               

106.852.750  
97% 

22
% 

              
130.102.500  

                 
23.249.750  

Efisien 

26) 

Investigasi Awal 
Kejadian Tidak 
Diharapkan (Kejadian 
Ikutan Pasca 
Imunisasi dan 
Pemberian Obat 
Massal) 

6 6 100% 
                  

83.122.300  
                 

64.639.900  
78% 

29
% 

                
83.122.300  

                 
18.482.400  

Efisien 

27) 
Pelaksanaan 
Kewaspadaan Dini 
dan Respon Wabah 

12 12 100% 
               

367.967.500  
               

358.380.440  
97% 3% 

              
367.967.500  

                   
9.587.060  

Efisien 

28) 

Penyediaan dan 
Pengelolaan Sistem 
Penanganan Gawat 
Darurat Terpadu 

42 42 100% 72.000.000 51.900.000 72% 
39
% 

                
72.000.000  

                 
20.100.000  

Efisien 
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(SPGDT) 

29) 

Pengelolaan 
pelayanan kesehatan 
orang dengan 
Tuberkulosis 

2360 2571 109% 218.217.200 200.529.700 92% 
19
% 

              
237.727.297  

                 
37.197.597  

Efisien 

30) 

Pengelolaan 
pelayanan kesehatan 
orang dengan HIV 
(ODHIV 

2199 2698 123% 
               

149.762.000  
               

132.487.000  
88% 

39
% 

              
183.746.192  

                 
51.259.192  

Efisien 

31) 
Pengelolaan 
pelayanan kesehatan 
Malaria 

20 28 140% 
                  

74.955.600  
                 

72.273.840  
96% 

45
% 

              
104.937.840  

                 
32.664.000  

Efisien 

32) 

Pengelolaan 
Pelayanan 
Kesehatan 
Reproduksi 

1 1 100% 
               

228.045.000  
               

168.763.000  
74% 

35
% 

              
228.045.000  

                 
59.282.000  

Efisien 

33) 
Pengelolaan Upaya 
Kesehatan Ibu dan 
Anak 

1 1 100% 
            

2.945.848.100  
           

2.871.331.350  
97% 3% 

           
2.945.848.100  

                 
74.516.750  

Efisien 

c 

Penyelenggaraan 
Sistem Informasi 
Kesehatan secara 
Terintegrasi 

6 6 100% 324.491.600 308.197.000 95% 5% 
              

324.491.600  
                 

16.294.600  
Efisien 

1) 
Pengelolaan Sistem 
Informasi Kesehatan 

1 1 100% 324.491.600 308.197.000 95% 5% 
              

324.491.600  
                 

16.294.600  
Efisien 

2 

PROGRAM 
PENINGKATAN 
KAPASITAS 
SUMBER DAYA 
MANUSIA 
KESEHATAN 

90 
65,15 

93,33 
78,7 

104% 
121% 
=112,

24% 

            
2.596.350.000  

           
2.450.400.700  

94% 
18
% 

           
2.692.414.950  

              
242.014.250  

Efisien 

a. 

Perencanaan 
Kebutuhan dan 
Pendayagunaan 
Sumberdaya 
Manusia Kesehatan 
untuk UKP dan 
UKM di Wilayah 
Kabupaten/Kota 

4 4 100% 
               

123.740.000  
                 

77.564.100  
63% 

60
% 

              
123.740.000  

                 
46.175.900  

Efisien 

1) 

Pembinaan dan 
Pengawasan Sumber 
Daya Manusia 
Kesehatan 

4 4 100% 
               

123.740.000  
                 

77.564.100  
63% 

60
% 

              
123.740.000  

                 
46.175.900  

Efisien 

b. 

Pengembangan 
Mutu dan 
Peningkatan 
Kompetensi Teknis 
Sumber Daya 
Manusia Kesehatan 
Tingkat Daerah 
Kabupaten/Kota 

35 
68,4

4 
196% 

            
2.472.610.000  

           
2.372.836.600  

96% 
10
4% 

           
4.835.012.240  

           
2.462.175.640  

Efisien 

1) 

Pengembangan Mutu 

dan Peningkatan 
Kompetensi Teknis 
Sumber Daya 
Manusia Kesehatan 
Tingkat Daerah 
Kabupaten/Kota 

612 3519 575% 2.472.610.000 2.372.836.600 96% 
49
9% 

        
14.217.507.500  

         
11.844.670.900  

Efisien 

3 

PROGRAM 
SEDIAAN FARMASI, 
ALAT KESEHATAN 
DAN MAKANAN 
MINUMAN 

68 
100 

68 
87,9

8 

100% 
88% 
=93,9
9% 

515.831.000 386.836.760 75% 
19
% 

              
531.462.242  

              
144.625.482  

Efisien 



 

49 
 

a. 

Pemberian Izin 
Apotek, Toko Obat, 
Toko Alat 
Kesehatan dan 
Optikal, Usaha 
Mikro Obat 
Tradisional (UMOT) 

74 74 100% 
               

204.162.500  
               

162.591.560  
80% 

26
% 

              
204.162.500  

                 
41.570.940  

Efisien 

1) 

Pengendalian dan 
Pengawasan serta 
Tindak Lanjut 
Pengawasan 
Perizinan Apotek, 
Toko Obat, Toko Alat 
Kesehatan dan 
Optikal, Usaha Mikro 
Obat Tradisional 
(UMOT) 

1 0 0% 
               

204.162.500  
               

162.591.560  
80% 

-
10
0% 

                                   
-  

-             
162.591.560  

Tidak 
Efisien 

b. 

Penerbitan 
Sertifikat Produksi 
Pangan Industri 
Rumah Tangga dan 
Nomor P-IRT 
sebagai Izin 
Produksi, untuk 
Produk Makanan 
Minuman Tertentu 
yang dapat 
Diproduksi oleh 
Industri Rumah 
Tangga 

83 100 120% 
               

171.570.000  
               

128.214.000  
75% 

61
% 

              
206.710.843  

                 
78.496.843  

Efisien 

1) 

Pengendalian dan 
Pengawasan serta 
Tindak Lanjut 
Pengawasan 
Sertifikat Produksi 
Pangan Industri 
Rumah Tangga dan 
Nomor P-IRT 
Sebagai Izin 
Produksi, untuk 
Produk Makanan 
Minuman Tertentu 
yang dapat 
Diproduksi oleh 
Industri Rumah 
Tangga 

1 0 0% 
               

171.570.000  
               

128.214.000  
75% 

-
10
0% 

                                   
-  

-             
128.214.000  

Tidak 
Efisien 

c. 

Pemeriksaan dan 
Tindak Lanjut Hasil 
Pemeriksaan Post 
Market pada 
Produksi dan 
Produk Makanan 
Minuman Industri 
Rumah Tangga 

33 0 0% 140.098.500 96.031.200 69% 
-

10
0% 

                                   
-  

-               
96.031.200  

Tidak 
Efisien 

1) 

Pemeriksaan Post 
Market pada Produk 
MakananMinuman 
Industri Rumah 
Tangga yang 
Beredar dan 
Pengawasan serta 
Tindak Lanjut 
Pengawasan 

24 0 0% 140.098.500 96.031.200 69% 
-

10
0% 

                                   
-  

-               
96.031.200  

Tidak 
Efisien 

4 

PROGRAM 
PEMBERDAYAAN 
MASYARAKAT 
BIDANG 
KESEHATAN 

43 43 100% 
            

1.527.472.800  
           

1.493.965.550  
98% 2% 

           
1.527.472.800  

                 
33.507.250  

Efisien 

a. 

Advokasi, 
Pemberdayaan, 
Kemitraan, 
Peningkatan Peran 
serta Masyarakat 
dan Lintas Sektor 
Tingkat Daerah 
Kabupaten/Kota 

60 60 100% 
                  

14.535.000  
                 

14.085.000  
97% 3% 

                
14.535.000  

                      
450.000  

Efisien 
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1) 

Peningkatan Upaya 
Promosi Kesehatan, 
Advokasi, Kemitraan 
dan Pemberdayaan 
Masyarakat 

1 1 100% 
                  

14.535.000  
                 

14.085.000  
97% 3% 

                
14.535.000  

                      
450.000  

Efisien 

b. 

Pengembangan dan 
Pelaksanaan Upaya 
Kesehatan 
Bersumber Daya 
Masyarakat (UKBM) 
Tingkat Daerah 
Kabupaten/Kota 

1026 1026 100% 
            

1.512.937.800  
           

1.479.880.550  
98% 2% 

           
1.512.937.800  

                 
33.057.250  

Efisien 

1) 

Bimbingan Teknis 
dan Supervisi 
Pengembangan dan 
Pelaksanaan Upaya 
Kesehatan 
Bersumber Daya 
Masyarakat (UKBM) 

1 1 100% 1.512.937.800 1.479.880.550 98% 2% 
           

1.512.937.800  
                 

33.057.250  
Efisien 

B. 

Meningkatkan Tata 
Kelola 
Pemerintahan yang 
Baik dan Pelayanan 
Publik yang 
Berkualitas 

72 73,5 
97,96

% 
       

    86,55 79,7 
108,5
9% 

       

1 

PROGRAM 
PENUNJANG 
URUSAN 
PEMERINTAHAN 
DAERAH 
KABUPATEN/KOTA 

100 
100 
100 

1 
180,41 

100 

1% 
180% 
100% 
=93,8

0% 

        
446.958.918.0

95  

       
402.599.337.6

29  
90% 

-
4% 

           
4.469.589.181  

-     
398.129.748.448  

Tidak 
Efisien 

a. 

Perencanaan, 
Penganggaran, dan 
Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

100 100 100% 
               

307.382.150  
               

299.765.100  
98% 2% 

              
307.382.150  

                   
7.617.050  

Efisien 

1) 

Penyusunan 
Dokumen 
Perencanaan 
Perangkat Daerah 

4 4 100% 
               

198.091.400  
               

195.229.400  
99% 1% 

              
198.091.400  

                   
2.862.000  

Efisien 

2) 
Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

1 1 100% 109.290.750 104.535.700 96% 5% 
              

109.290.750  
                   

4.755.050  
Efisien 

b. 
Administrasi 
Keuangan 
Perangkat Daerah 

100 100 100% 
171.492.489.0

00 
156.346.945.2

63 
91% 

10
% 

      
171.492.489.00

0  

         
15.145.543.737  

Efisien 

1) 
Penyediaan Gaji dan 
Tunjangan ASN  

1495 2628 176% 
        

171.492.489.0
00  

       
156.346.945.2

63  
91% 

93
% 

      
301.459.706.41

6  

       
145.112.761.153  

Efisien 

c 
Administrasi 
Kepegawaian 
Perangkat Daerah 

100 
133,
34 

133% 
                  

75.000.000  
                 

40.400.000  
54% 

14
8% 

              
100.005.000  

                 
59.605.000  

Efisien 

1) 

Pendidikan dan 
Pelatihan Pegawai 
Berdasarkan Tugas 
dan Fungsi 

12 16 133% 
                  

75.000.000  
                 

40.400.000  
54% 

14
8% 

              
100.000.000  

                 
59.600.000  

Efisien 

d 
Administrasi Umum 
Perangkat Daerah 

100 
109,
94 

110% 
            

2.682.156.200  
           

2.358.590.849  
88% 

25
% 

           
2.948.762.526  

              
590.171.677  

Efisien 
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1) 

Penyediaan 
Komponen Instalasi 
Listrik/Penerangan 
Bangunan Kantor 

1 1 100% 10.120.000 10.070.000 
100
% 

0% 
                

10.120.000  
                        

50.000  
Efisien 

2) 
Penyediaan 
Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor 

1 1 100% 627.272.300 599.362.900 96% 5% 
              

627.272.300  
                 

27.909.400  
Efisien 

3) 
Penyediaan 
Peralatan Rumah 
Tangga 

1 1 100% 
                  

45.000.000  
                 

45.000.000  
100
% 

0% 
                

45.000.000  
                                   
-  

Impas 

4) 
Penyediaan Bahan 
Logistik Kantor 

4 4 100% 
               

668.732.500  
               

630.566.700  
94% 6% 

              
668.732.500  

                 
38.165.800  

Efisien 

5) 
Penyediaan Barang 
Cetakan dan 
Penggandaan  

1 1 100% 
               

166.503.100  
               

155.786.400  
94% 7% 

              
166.503.100  

                 
10.716.700  

Efisien 

6) 

Penyediaan Bahan 
Bacaan dan 
Peraturan 
Perundangundangan  

1 1 100% 
                  

12.600.000  
                   

8.865.000  
70% 

42
% 

                
12.600.000  

                   
3.735.000  

Efisien 

7) 
Penyediaan 
Bahan/Material 

1 1 100% 147.503.500 146.755.806 99% 1% 
              

147.503.500  
                      

747.694  
Efisien 

8) 
Penyelenggaraan 
Rapat Koordinasi dan 
Konsultasi SKPD  

1800 1980 110% 1.004.424.800 762.184.043 76% 
45
% 

           
1.104.867.280  

              
342.683.237  

Efisien 

e. 

Pengadaan Barang 
Milik Daerah 
Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 

100 100 100% 
               

624.192.000  
               

620.636.616  
99% 1% 

              
624.192.000  

                   
3.555.384  

Efisien 

1) 

Pengadaan Sarana 
dan Prasarana 
Pendukung Gedung 
Kantor atau 
Bangunan Lainnya 

3 5 167% 
               

624.192.000  
               

620.636.616  
99% 

68
% 

           
1.040.320.000  

              
419.683.384  

Efisien 

f. 

Penyediaan Jasa 
Penunjang Urusan 
Pemerintahan 
Daerah 

100 100 100% 
               

899.382.500  
               

839.462.563  
93% 7% 

              
899.382.500  

                 
59.919.937  

Efisien 

1) 
Penyediaan Jasa 
Surat Menyurat  

12 12 100% 
                    

1.500.000  
                   

1.500.000  
100
% 

0% 
                  

1.500.000  
                                   
-  

Impas 

2) 
Penyediaan Jasa 
Komunikasi, Sumber 
Daya Air dan Listrik  

4 4 100% 652.100.000 596.353.813 91% 9% 
              

652.100.000  
                 

55.746.187  
Efisien 

3) 
Penyediaan Jasa 
Pelayanan Umum 
Kantor  

1 1 100% 245.782.500 241.608.750 98% 2% 
              

245.782.500  
                   

4.173.750  
Efisien 

g 

Pemeliharaan 
Barang Milik Daerah 
Penunjang Urusan 
Pemerintahan 
Daerah 

100 
100,
01 

100% 
               

568.345.150  
               

521.526.358  
92% 9% 

              
568.401.985  

                 
46.875.627  

Efisien 

1) 
Pemeliharaan 
Peralatan dan Mesin 
Lainnya 

60 60 100% 
               

123.725.250  
               

121.348.400  
98% 2% 

              
123.725.250  

                   
2.376.850  

Efisien 

2) 

Pemeliharaan/Reha 
bilitasi Gedung 
Kantor dan 
Bangunan Lainnya 

2 2 100% 
               

169.700.000  
               

153.821.550  
91% 

10
% 

              
169.700.000  

                 
15.878.450  

Efisien 
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3) 

Pemeliharaan/Reha 
bilitasi Sarana dan 
Prasarana 
Pendukung Gedung 
Kantor atau 
Bangunan Lainnya 

12 12 100% 
               

274.919.900  
               

246.356.408  
90% 

12
% 

              
274.919.900  

                 
28.563.492  

Efisien 

h. 
Peningkatan 
Pelayanan BLUD 

100 100 100% 
270.309.971.0

95 
241.572.010.8

80 
89% 

12
% 

      
270.309.971.09

5  

         
28.737.960.215  

Efisien 

1) 
Pelayanan dan 
Penunjang 
Pelayanan BLUD  

31 34 110% 
270.309.971.0

95 
241.572.010.8

80 
89% 

23
% 

      
296.469.000.55

6  

         
54.896.989.676  

Efisien 

 

 

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan 

pencapaian kinerja 

 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan 

pencapaian pernyataan kinerja. 

Tabel 3.8 

Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan 

No

. 

Tujuan/ 

Sasaran 

Indikator 

Kinerja 

% 

Capaia

n 

Program/ 

Kegiatan 

Indikator 

Kinerja 

% 

Capaia

n 

Menunjang/Ti

dak 

Menunjang 

1 Meningkatka

n derajat 

kesehatan 

masyarakat 

Usia 

Harapan 

Hidup 

101%    Menunjang 

1.

1 

Meningkatka

n kesehatan 

ibu, bayi 

dan balita 

Angka 

Kematian 

Ibu (AKI) 

(per 

100.000 

kelahiran 

hidup) 

82,28% 

 

   Menunjang 

 

 Angka 

Kematian 

Bayi 

92,14

% 

   Menunjang 

  Prevalensi 71,36    Menunjang 
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stunting 

(pendek 

dan sangat 

pendek) 

pada balita 

% 

1.

2 

Meningkatka

n kualitas 

fasilitas 

kesehatan 

rujukan 

Persentas

e rumah 

sakit 

rujukan 

terakredita

si 

108% 

 

   Menunjang 

    

Program 

Program  

Pemenuhan  

Upaya  

Kesehatan 

Perorangan  Dan  

Upaya  

Kesehatan 

Masyarakat 

Rasio daya 

tampung RS 

rujukan 

terhadap 

jumlah 

penduduk 

889% Menunjang 

    

 Presentase 

capaian hasil 

Standar 

Pelayanan 

Minimal 

Bidang 

Kesehatan  

95% Menunjang 

    

 Prevalensi 

wasting 

(kurus dan 

sangat kurus) 

pada balita 

64% 

 

Menunjang 

    

Penyediaan  

Layanan  

Kesehatan  untuk  

Presentase 

jenis layanan 

kesehatan 

106% Menunjang 
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UKM  dan UKP 

Rujukan Tingkat 

Daerah 

Kabupaten/Kota 

UKM dan UKP 

yang diberikan 

    

Penyelenggaraan     

Sistem     

Informasi     

Kesehatan 

secara 

Terintegrasi 

Jumlah data 

dan informasi 

kesehatan 

yang dikelola 

100% Menunjang 

    

Program   

Peningkatan   

Kapasitas   

Sumber Daya 

Manusia 

Kesehatan 

Presentase 

Puskesmas 

dengan 9 

jenis tenaga 

kesehatan 

sesuai 

standar 

104% Menunjang 

    

Perencanaan     

Kebutuhan     dan     

Pendayagunaan 

Sumberdaya  

Manusia  

Kesehatan  untuk  

UKP  dan UKM di 

Wilayah 

Kabupaten/Kota 

Jumlah 

Dokumen  

Perencanaan     

Kebutuhan     

dan     

Pendayaguna

an Sumber 

daya  Manusia  

Kesehatan  

untuk  UKP  

dan UKM di 

Wilayah 

Kabupaten/Kot

a 

100% Menunjang 

    

Pengembangan         

Mutu         dan         

Peningkatan 

Kompetensi      

Presentase 

SDM 

kesehatan 

yang 

194% Menunjang 
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Teknis      

Sumber      Daya      

Manusia 

Kesehatan 

Tingkat Daerah 

Kabupaten/Kota 

ditingkatkan 

kompetensiny

a 

    

Program          

Sediaan          

Farmasi,          

Alat Kesehatan 

Dan Makanan 

Minuman 

Presentase 

Fasilitas 

Pelayanan 

Kefarmasian 

(apotek dan 

Toko Obat) 

yang 

memenuhi 

standar dan 

persyaratan 

perizinan 

100% Menunjang 

    

 Prosentase 

Tempat 

Pengelolaan 

Makanan 

(TPM) 

Memenuhi 

Syarat 

Berdasarkan 

Inspeksi 

Kesehatan  

Lingkungan 

(IKL) 

88% Menunjang 

    

Pemberian   Izin   

Apotek,   Toko   

Obat,   Toko   

Alat Kesehatan     

dan     Optikal,     

Usaha     Mikro     

Obat Tradisional 

Presentase  

Apotek,   Toko   

Obat,   Toko   

Alat 

Kesehatan     

dan     Optikal,     

Usaha     

100% Menunjang 
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(UMOT) Mikro     Obat 

Tradisional 

(UMOT) yang 

berizin 

    

Penerbitan   

Sertifikat   

Produksi   

Pangan   Industri 

Rumah   Tangga   

dan   Nomor   P-

IRT   sebagai   

Izin Produksi,     

untuk     Produk     

Makanan     

Minuman 

Tertentu   yang   

dapat   

Diproduksi   oleh   

Industri 

Rumah Tangga 

Jumlah 

Penerbitan   

Sertifikat   

Produksi   

Pangan   

Industri 

Rumah   

Tangga   dan   

Nomor   P-IRT   

sebagai   Izin 

Produksi,     

untuk     

Produk     

Makanan     

Minuman 

Tertentu   

yang   dapat   

Diproduksi   

oleh   Industri 

Rumah 

Tangga 

120% Menunjang 

    

Pemeriksaan        

dan        Tindak        

Lanjut        Hasil 

Pemeriksaan    

Post    Market    

pada    Produksi    

dan Produk     

Makanan     

Minuman     

Industri     Rumah 

Tangga 

Jumlah 

industri rumah 

tangga yang 

diperiksa        

dan        

Tindak        

Lanjut        

Hasil 

Pemeriksaan    

Post    Market    

pada    

0 Tidak 

Menunjang 
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Produksi    

dan Produk     

Makanan     

Minuman     

Industri     

Rumah 

Tangga 

    

Program        

Pemberdayaan        

Masyarakat 

Bidang 

Kesehatan 

Cakupan 

Desa Siaga 

Aktif Mandiri 

100% Menunjang 

    

Advokasi,  

Pemberdayaan,  

Kemitraan,  

Peningkatan 

Peran  serta  

Masyarakat  dan  

Lintas  Sektor  

Tingkat Daerah 

Kabupaten/Kota 

Jumlah 

kelompok 

sasaran 

advokasi dan 

kemitraan 

100% Menunjang 

    

Pengembangan         

dan         

Pelaksanaan         

Upaya Kesehatan  

Bersumber  Daya  

Masyarakat  

(UKBM) Tingkat 

Daerah 

Kabupaten/Kota 

Jumlah UKBM 

yang dibina 

100% Menunjang 

 

Meningkatka

n Tata 

Kelola 

Pemerintaha

n yang Baik 

Nilai 

SAKIP 

100% 

   

Menunjang 
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dan 

Pelayanan 

Publik yang 

Berkualitas 

  Nilai IKM 111%    Menunjang 

 

Meningkatka

n kinerja 

tata kelola 

pemerintaha

n dan 

kualitas 

pelayanan 

publik 

didukung 

dengan 

manajemen 

administrasi 

perkantoran 

pemerintaha

n yang baik 

Nilai 

SAKIP 

100% 

   

Menunjang 

  Nilai IKM 111%    Menunjang 

    

Program  

Penunjang                  

Urusan 

Pemerintahan 

Daerah 

Kabupaten/Kota 

Persentase 

Laporan 

keuangan 

sesuai 

Standar 

Akuntansi 

Publik 

100% Menunjang 

    

 Cakupan 

Pemenuhan 

kebutuhan 

rutin 

penunjang 

kinerja 

perangkat 

180% Menunjang 
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daerah 

    

 Persentase 

pemenuhan 

dokumen 

penilaian 

manajemen 

risiko 

100% Menunjang 

    

Perencanaan,  

Penganggaran,  

dan  Evaluasi  

Kinerja Perangkat 

Daerah 

Persentase 

Kesesuaian 

Dokumen 

Perencanaan, 

Penganggaran

, dan Evaluasi 

Tahunan yang 

Disusun 

Sesuai 

Pedoman 

yang Berlaku 

100% Menunjang 

    

Administrasi 

Keuangan 

Perangkat 

Daerah 

Persentase 

ASN yang 

menerima gaji 

dan tunjangan 

100% Menunjang 

    

Administrasi 

Kepegawaian 

Perangkat 

Daerah 

Persentase 

ASN yang 

meningkat 

kapasitasnya 

133% Menunjang 

    

Administrasi 

Umum Perangkat 

Daerah 

Persentase 

pemenuhan 

administrasi 

umum 

Perangkat 

Daerah 

110% Menunjang 

    

Pengadaan     

Barang     Milik     

Daerah     

Persentase 

barang milik 

daerah yang 

100% Menunjang 



 

60 
 

Penunjang 

Urusan 

Pemerintah 

Daerah 

tersedia 

sesuai 

kebutuhan 

    

Penyediaan Jasa 

Penunjang 

Urusan 

Pemerintahan 

Daerah 

Persentase 

jasa 

penunjang 

yang tersedia 

sesuai 

kebutuhan 

100% Menunjang 

    

Pemeliharaan    

Barang    Milik    

Daerah    

Penunjang 

Urusan 

Pemerintahan 

Daerah 

Persentase 

barang milik 

daerah dalam 

kondisi baik 

100% Menunjang 

    

Peningkatan 

Pelayanan BLUD 

Persentase 

BLUD yang 

Menyediakan 

Pelayanan 

dan 

Penunjang 

Pelayanan 

100% Menunjang 

Dari analisis program/kegiatan di atas, bahwa terdapat 5 (Lima) program yang 

menunjang keberhasilan pencapaian kinerja. Dari 18 (Delapan Belas) kegiatan yang 

telah dilaksanakandan, ada 1 kegiatan yaitu Pemeriksaan        dan        Tindak        

Lanjut        Hasil Pemeriksaan    Post    Market    pada    Produksi    dan Produk     

Makanan     Minuman     Industri     Rumah Tangga pencapaian kinerjanya tidak 

menunjang. 
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C. Realisasi Anggaran 

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk 

mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan sebagai 

berikut : 

Tabel 3.9 

Capaian Anggaran Program dan Kegiatan 

No. Program/Kegiatan Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Capaian 

1. 

Program  Pemenuhan  Upaya  

Kesehatan Perorangan  Dan  

Upaya  Kesehatan  masyarakat 

132.997.388.007 125.328.125.051 94% 

a. 

Penyediaan  Fasilitas  Pelayanan  

Kesehatan  untuk UKM         dan         

UKP         Kewenangan         

Daerah Kabupaten /Kota 

44.811.136.607 40.572.051.470 91% 

b. 

Penyediaan  Layanan  Kesehatan  

untuk  UKM  dan UKP Rujukan 

Tingkat Daerah Kabupaten /Kota 

87.861.759.800 84.447.876.581 96% 

c. 

Penyelenggaraan     Sistem     

Informasi     Kesehatan secara 

Terintegrasi 

324.491.600 308.197.000 95% 

2. 

Program   Peningkatan   

Kapasitas   Sumber Daya 

Manusia Kesehatan 

2.596.350.000 2.450.400.700 94% 

a. 

Perencanaan     Kebutuhan     dan     

Pendayagunaan Sumberdaya  

Manusia  Kesehatan  untuk  UKP  

danUKM di Wilayah Kabupaten 

/Kota 

123.740.000 77.564.100 63% 

b. 
Pengembangan Mutu dan 

Peningkatan Kompetensi Teknis  

2.472.610.000 2.372.836.600 96% 



 

62 
 

Sumber Daya Manusia Kesehatan 

Tingkat Daerah Kabupaten /Kota 

3. 

Program          Sediaan          

Farmasi,          Alat Kesehatan 

Dan Makanan Minuman 

515.831.000 386.836.760 75% 

a. 

Pemberian   Izin   Apotek,   Toko   

Obat,   Toko   Alat Kesehatan     

dan     Optikal,     Usaha     Mikro     

Obat Tradisional (UMOT) 

204.162.500 162.591.560 80% 

b. 

Penerbitan   Sertifikat   Produksi   

Pangan   Industri Rumah   Tangga 

dan Nomor P-IRT sebagai Izin 

Produksi, untuk Produk Makanan 

Minuman Tertentu yang dapat 

Diproduksi   oleh   Industri Rumah 

Tangga 

171.570.000 128.214.000 75% 

c. 

Pemeriksaan dan Tindak Lanjut 

Hasil Pemeriksaan Post Market 

pada Produksi dan Produk 

Makanan  Minuman Industri 

Rumah Tangga 

140.098.500 96.031.200 69% 

4. 
Program Pemberdayaan 

Masyarakat Bidang Kesehatan 

1.527.472.800 1.493.965.550 98% 

a. 

Advokasi,  Pemberdayaan,  

Kemitraan,  Peningkatan Peran  

serta  Masyarakat  dan  Lintas  

Sektor  Tingkat Daerah 

Kabupaten /Kota 

14.535.000 14.085.000 97% 

5. 
Program  Penunjang  Urusan 

Pemerintahan Daerah 

446.958.918.095 402.599.337.629 90% 
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Kabupaten /Kota 

a. 

Perencanaan,  Penganggaran,  

dan  Evaluasi  Kinerja Perangkat 

Daerah 

307.382.150 299.765.100 98% 

b. 
Administrasi Keuangan Perangkat 

Daerah 

171.492.489.000 156.346.945.263 91% 

c. 
Administrasi Kepegawaian 

Perangkat Daerah 

75.000.000 40.400.000 54% 

d. 
Administrasi Umum Perangkat 

Daerah 

2.682.156.200 2.358.590.849 88% 

e. 

Pengadaan     Barang     Milik     

Daerah     Penunjang Urusan 

Pemerintah Daerah 

624.192.000 620.636.616 99% 

f. 
Penyediaan Jasa Penunjang 

Urusan Pemerintahan Daerah 

899.382.500 839.462.563 93% 

g. 

Pemeliharaan    Barang    Milik    

Daerah    Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

568.345.150 521.526.358 92% 

h. Peningkatan Pelayanan BLUD 270.309.971.095 241.572.010.880 89% 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan  

Tahun 2024 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan 

pemerintah yang baik (Good Governance) Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan  

Tahun 2024 Pembuatan LKJIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi 

harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan 

yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak. 

LKJIP Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan  Tahun 2024 ini dapat 

menggambarkan kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan  dan Evaluasi terhadap 

kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga 

dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. 

 Tahun 2024 Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan  menetapkan sebanyak 2 

tujuan, 3 sasaran dengan 9 indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan 

dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang ingin dicapai. Secara rinci 

pencapaian tujuan sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut : 

● Tujuan 1 terdiri dari 1 indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar  101% 

dengan kategori sangat tinggi 

● Sasaran 1 terdiri dari 3 indikator kinerja dengan capaian kinerja  yaitu indicator 1 

capaian kinerja sebesar  82,28% dengan kategori tinggi, indicator 2 capaian kinerja 

sebesar 92,14% dengan kategori tinggi, dan indicator 3 capaian kinerja sebesar 

71,36 % dengan kategori sedang 

● Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar  108,36% 

dengan kategori sangat tinggi. 

● Tujuan 2 terdiri dari 2 indikator kinerja, indicator 1 dengan capaian kinerja sebesar  

102,62% dengan kategori sangat tinggi, dan indicator 2 dengan capaian kinerja 

sebesar 104,59% dengan kategori sangat tinggi 
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LAMPIRAN 

SK PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA 
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